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Skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan 
Penghulu atas Wali Ab’ad Sebagai Pengganti Wali Aqrab ” adalah hasil 
penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimana 
pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam penolakan penghulu atas 
wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab di KUA Kecamatan Kesamben 
Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan 
penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab di KUA Kecamatan 
Kesamben Kabupaten Jombang? 
Data penelitian dihimpun melalui telaah pustaka, wawancara dan 
dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif dengan 
menggunakan pola pikir deduktif yang menggambarkan data penelitian secara 
umum tentang pernikahan dan wali nikah menurut hukum Islam yang akan 
digunakan untuk menganalisis kasus penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai 
pengganti wali aqrab. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penolakan 
penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab tidak bisa dibenarkan 
dengan argumennya sendiri yang menyatakan bahwa ketika wali nasab aqrab 
masih ada maka wali nasab ab’ad tidak boleh menggantikan posisinya. Kemudian 
penghulu menetapkan wali hakim tanpa melalui prosedur penunjukan wali hakim 
dengan alasan dalam hal pernikahan penghulu tidak diperbolehkan untuk 
mempersulit proses pernikahan karena ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan. 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka seharusnya sebagai seorang 
penghulu untuk memutuskan suatu ketetapan tidak hanya mengedepankan 
argumennya sendiri dalam memahami hukum yang berlaku, namun harus 
mempertimbangkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku disamping juga 
memperhatikan sikap hati-hati. Dengan itu diharapkan tidak akan terjadi lagi 
penyelewengan baik terhadap syariat Islam maupun terhadap peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Para ulama telah sepakat bahwa tujuan diturunkannya Islam adalah 
untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.1 Salah satu 
maksud dari disyariatkannya agama Islam oleh Allah adalah agar manusia 
dapat mempunyai dan memelihara keturunan serta keluarga yang sah menuju 
kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridlo 
ilahi.
2
 Perkawinan merupakan sunnatulloh yang harus dijalani oleh setiap 
manusia. Pada prinsipnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dan 
perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, melainkan terkandung 
rahasia yang amat dalam supaya hamba-hambanya di dunia ini menjadi 
tentram.
3
 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 : 
 ْنِمَوِِْْهتَايآْ ْنَأَْْقَلَخْ ْمُكَلْ ْنِمْ ْمُكِسُف  َنأْاًجاَو َزأْاوُنُك  سَِتلْاَه   َيِلإَْْلَعَجَوْ ْمُكَن   ي َبًْْةَّدَوَمًْْةَ حَْرَوَّْْنِإْ
ِْفَْْكِلَذْ ْتَايلآْ ْم وَقِلَْْنوُرَّكَف َت َي 
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
4
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Islam memandang ikatan perkawinan (pernikahan) merupakan ikatan 
yang sakral baik menurut agama ataupun kedudukannya di dalam Undang-
undang. Dan merupakan ikatan perkawinan yang sangat kuat (Mi<tha<qon 
Ghali<z}an) karena di dalam ikatan perkawinan itu tidak hanya terdapat ikatan 
lahiriyah saja akan tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan 
lahir batin seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”5. 
Di dalam perkawinan ada akad nikah sebagai suatu perjanjian yang 
kokoh dan suci karena itu setiap pihak yang terlibat didalamnya harus 
menjaganya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Oleh 
karena itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait dengan syarat dan 
rukunnya adalah : 
1. Adanya calon suami; 
2. Adanya calon istri; 
3. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita; 
4. Adanya dua orang saksi; 
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5. Adanya s}igha>t akad nikah yaitu ija>b dan qabu<l.6 
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 14 yakni 
: untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 
1. Calon Suami; 
2. Calon Istri; 
3. Wali Nikah; 
4. Dua orang Saksi dan; 
5. Ijab dan Kabul.7 
Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun nikah ada lima yaitu calon 
suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan s}igha>t nikah. Dalam 
perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai 
perempuan dalam suatu akad nikah.
8
 Al-Qur’an tidak menyebutkan ayat 
yang menjelaskan keharusan adanya wali nikah, akan tetapi ada beberapa 
ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam sebuah pernikahan. Salah 
satunya adalah berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32 : 
اوُحِك َنأَوْىَمَايلأاْ ْمُك نِمَْْي
ِِلِاَّصلاَوْ ْنِمْ ْمُِكداَبِعْ ْمُكِئاَمِإَوْ ْنِإْاُونوُكَيَْْءَارَق ُفُْْمِهِن غ ُيُْْهَّللاْ ْنِمْ
ِْهِل  ضَفُْْهَّللاَوْ ْعِساَوْ ْميِلَع 
Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
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Dalam haditsnya Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengenai 
keharusan adanya wali dalam perkawinan diantaranya adalah : 
اَن َث َّدَحُْْدَّمَُمُُْْن بَْْةَماَدُقِْْن بََْْي عَأْاَن َث َّدَحُْوَبأَْْةَد ي َبُعُْْدا َّد  َلِاْ ْنَعَْْسُنُويَْْلِيئَار  سِإَوْ ْنَعِْْبَأَْْقَح  سِإْ
 ْنَعِْْبَأَْْةَد ر ُبْ ْنَعِْْبَأْىَسوُمَّْْنَأَِّْْبَّنلاْىَّلَصُْْهَّللاِْْه يَلَعَْْسَوَْمَّلَْْلَاقَْْلَْْحاَكِنَّْْلِإْْيِلَوِب (هاورْ
دودوبا)ْ
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin 
A'yan, Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad 
dari Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu 
Musa r.a dari Nabi SAW beliau bersabda “Tidak ada nikah 
melainkan dengan (adanya) wali” (HR. Abu Dawud).10 
Di dalam h}adith tersebut dijelaskan bahwa tidak ada suatu 
pernikahan yang sah tanpa adanya seorang wali. Dengan demikian jelaslah 
bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan 
yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
Namun untuk bisa menjadi wali seseorang harus memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila 
tidak berhak menjadi wali. 
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali nikah. 
3. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk 
muslim. 
4. Merdeka. 
5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur ‘alaih karena orang yang 
berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan 
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sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan 
hukum. 
6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya 
tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan 
mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut. 
7. Adil. 
8. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.11 
Wali nikah itu ada empat macam yaitu wali nasab, wali hakim, wali 
tahkim dan wali maula. 
1. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 
perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. 
2. Wali hakim adalah penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berhak 
untuk mewakilinya. 
3. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. 
4. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya 
majikannya sendri yang menjadi wali dalam pernikahan budaknya.
12
 
Dalam menetapkan wali nasab ulama berbeda pendapat. Salah satu 
diantaranya adalah jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, 
Zhahiriyah, dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu dalam dua kelompok : 
pertama, wali dekat atau Qari>b yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah 
kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak 
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perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang 
masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya 
tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut dengan wali mujbir. 
Kedua, wali jauh atau Ab’ad yaitu wali dari garis kerabat selain ayah dan 
kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak 
boleh menjadi wali terhadap ibunya, bila anak berkedudukan sebagai wali 
hakim maka dia boleh menikahkan ibunya. Adapun wali Ab’ad adalah 
sebagai berikut : 
1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
8. Anak paman seayah 
9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.13 
Jumhur ulama’ mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi 
wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat 
menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang 
lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Berdasarkan urutan wali tersebut. Wali 
hakim berada di urutan paling bawah. Artinya selagi ada wali nasab yang 
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mampu menikahkan, maka hakim tidak diperkenankan untuk menjadi wali 
nikah. Baik wali nasab Aqrab ataupun wali nasab Ab’ad. 
Berbicara mengenai wali dalam pernikahan, banyak sekali persoalan-
persoalan yang berkembang di masyarakat khususnya dalam hal urutan wali 
nikah. Dalam hal penetapan wali nikah merupakan otoritas mutlak Pegawai 
Pencatat Nikah yang dalam hal ini adalah kepala KUA. Namun Kepala KUA 
harus tetap berdasarkan pada hukum Islam dan Undang-undang yang 
berlaku. 
Berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di KUA Kecamatan 
Kesamben Kabupaten Jombang. Berawal dari pengantin yang mendaftar 
untuk menikah. Kemudian ketika diadakannya rafa’ atau pemeriksaan berkas 
nikah. Calon pengantin dan walinya dihadirkan namun walinya (ayah 
kandung) tidak bisa hadir karena sudah bercerai dengan ibu calon pengantin 
wanita. Meskipun demikian tali silaturrahmi antara calon pengantin wanita 
dengan ayah kandungnya tetap terjalin semestinya ayah dengan anaknya dan 
ayah kandungnya juga sudah diberitahu bahwa anaknya tersebut akan 
menikah namun ayah kandungnya tidak bisa datang dan mengizinkan 
anaknya untuk menikah serta mengizinkan kakaknya untuk menjadi wali 
nikah. Dalam hal ini calon mempelai perempuan mempunyai saudara laki-
laki kandung yang bisa menggantikan posisi ayah kandungnya untuk menjadi 
wali dalam nikah. Kemudian ketika hari akan dilaksanakan pernikahan calon 
pengantin perempuan tersebut ayahnya sudah tidak bisa dihubungi lagi. 
Perihal kakak kandung yang akan menjadi wali nikah untuk calon mempelai 



































perempuan ini sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. 
Sampai pada hari dilaksanakannya akad nikah kakak kandung tersebut telah 
hadir untuk menjadi wali nikah. Namun penghulu mengatakan bahwa calon 
pengantin perempuan tersebut akan dinikahkan dengan wali hakim. Melihat 
kasus tersebut kakak kandung dan pihak keluarga tidak terima namun karena 
pengetahuan keluarga tersebut sangat minim maka akhirnya kakak kandung 
dan pihak keluarganya setuju walaupun dengan sangat berat hati untuk 
menerima calon pengantin tersebut menikah dengan menggunakan wali 
hakim tanpa melalui prosedur penunjukan wali hakim. 
Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan menganalisis praktik pernikahan dengan 
menggunakan wali hakim yang dalam hal ini masih ada wali nasab yang 
lebih berhak untuk menjadi wali nikah dengan tujuan untuk memperluas 
secara mendalam dan jelas apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum 
Islam dan Perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan. Oleh 
karena itu penulis merumuskan kasus tersebut dengan judul : Analisis 
Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu atas Wali Ab’ad sebagai 
Pengganti Wali Aqrab (Studi di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten 
Jombang). 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 
dapat diketahui bahwa permasalahan pokok yang akan dikaji adalah 



































mengenai masalah penolakan Penghulu atas kakak kandung sebagai 
pengganti ayah dalam wali nikah, sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih mendalam, maka perlu adanya identifikasi masalah 
pada pembahasan yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah : 
1. Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan yang Wali Nasabnya Masih 
Ada 
2. Kebijakan dan Dasar Hukum penolakan penghulu atas wali ab’ad 
sebagai pengganti wali aqrab 
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas wali ab’ad 
sebagai pengganti wali aqrab 
Dari identifikasi masalah yang ditemukan, maka dalam hal ini 
penulis perlu kiranya memberi batasan-batasan supaya dalam pembahasan 
Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Penghulu Atas Wali Ab’ad 
Sebagai Pengganti Wali Aqrab ini tidak terlalu meluas. Adapun yang 
menjadi batasan masalah ini adalah sebagai berikut : 
1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam penolakan 
penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab. 
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas wali ab’ad 








































C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 
maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam 
penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab di 
KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan penghulu atas wali 
ab’ad sebagai pengganti wali aqrab di KUA Kecamatan Kesamben 
Kabupaten Jombang? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang pernah diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.
14
 
Setelah penulis melakukan pencarian terkait topik yang berhubungan 
dengan penolakan wali nikah, penulis menemukan beberapa penelitian yang 
membahas tentang penolakan wali nikah, yakni : 
Skripsi yang pertama berjudul “Analisis Hukum Islam tentang 
Penolakan Wali Nikah terhadap Calon Pengantin Karena Alasan Hasil 
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 Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: 
Fakultas Syariah, 2014),8. 



































Istikharah (Studi di Desa Gulbung Kecamatan Pangerangan Kabupaten 
Sampang)”. Skripsi ini di tulis oleh Fahrurrozi, NIM C31211117, Mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum 
Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Kesimpulan dari 
skripsi ini adalah penolakan wali nikah terhadap calon pengantin karena 
alasan hasil Istikha<rah buruk sehingga mengakibatkan putrinya melakukan 
zina dengan pasangannya yang masih berstatus belum menikah.
15
 Pada 
analisis ini yang menjadi obyek bahasan adalah penolakan wali nikah karena 
hasil Istikha<rah, sedangkan yang menjadi obyek bahasan dari penelitian 
penulis adalah penolakan wali nasab dalam nikah oleh penghulu dalam hal 
ini adalah kakak kandung. 
Skripsi yang kedua berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Penolakan Permohonan Wali Hakim Karena Masa<fat al-qas}ri Oleh Kepala 
KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”. Skripsi ini ditulis oleh 
Nasrulloh Walfath, NIM C31211128 Mahasiswa Fakultas Syariah dan 
Hukum jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam UIN 
Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 
penolakan permohonan wali hakim karena Masa<fat al-qas}ri oleh kepala KUA 
karena Masa<fat al-qas}ri dengan jarak 92,5 km, merupakan konsep klasik 
yang memberikan keterangan bahwa jarak tersebut jauh. Berbeda dengan 
zaman sekarang, jarak 92,5 km tidak merupakan jarak yang jauh, melihat 
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 Fahrurrozi,”Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Wali Nikah terhadap Calon Pengantin 
Karena Alasan Hasil Istikharah (Studi Kasus di Desa Galbung Kecamatan Pangerangan 
Kabupaten Sampang)” (Surabaya : Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 



































dengan adanya transportasi baik darat, laut maupun udara yang diperkirakan 
hanya bisa ditempuh dengan jarak tempuh sekitar satu jam.
16
 Pada analisis 
ini obyek bahasannya adalah penolakan permohonan wali hakim karena 
Masa<fat al-qas}ri merupakan konsep klasik. Sedangkan yang menjadi obyek 
bahasan dari penelitian penulis adalah penolakan penghulu atas kakak 
kandung sebagai pengganti ayah dalam wali nikah. Oleh karenanya judul ini 
masih baru dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau 
pengulangan dari karya ilmiah terdahulu. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang 
telah dijelaskan di atas sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan 
dalam penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab 
di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penolakan penghulu 
atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab di KUA Kecamatan 
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 Nasrulloh walfath,”Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Wali Hakim 
Karena Masafatul Qasri Oleh Kepala KUA Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” (Surabaya : 
Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 



































F. Kegunaan Penelitian 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 
dan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut : 
1. Aspek Teoretis 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
pengembangan wawasan keilmuan para pembaca pada umumnya, 
sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai berlakunya hukum 
Islam dalam masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas 
Syariah Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya dalam hal yang berkaitan dengan masalah ini. 
2. Aspek Praktis 
a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alasan 
penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab. 
b. Dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi kepala 
KUA, penghulu dll 
c. Menambah literatur informasi bagi penelitin sejenis di waktu yang 
akan datang. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas kemana arah 
pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu Atas Wali Ab’ad 



































Sebagai Pengganti Wali Aqrab (Studi di KUA Kecamatan Kesamben 
Kabupaten Jombang)” dengan menguraikan sebagai berikut : 
Hukum Islam : Pandangan atau pendapat yang diperoleh setelah 
menyelidiki atau mempelajari suatu masalah yang 
berkaitan dengan peraturan-peraturan dan 
ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan 
pendapat fiqih para ulama serta ketentuan-




Wali Nikah : yang dimaksud disini adalah wali nasab yang 
dalam hal ini adalah kakak kandung yang tidak 
boleh menjadi wali untuk menikahkan adik 
kandungnya sebagai pengganti ayah yang tidak tahu 
tempat tinggalnya oleh penghulu di KUA 
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang langsung 
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 Sudarsono. Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 169. 



































dilakukan di lapangan atau pada responden.
18
 Oleh karena itu, data-data 
yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai obyek penelitian. 
Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang 
relevan menjadi satu hal yang sangat penting. 
1. Data Yang Dikumpulkan 
Untuk menjawab rumusan masalah di atas. Maka penulis 
membutuhkan data sebagai berikut : 
a. Data tentang pertimbangan dan dasar hukum penolakan penghulu 
atas kakak kandung sebagai pengganti ayah dalam wali nikah di KUA 
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 
b. Data tentang tinjauan hukum Islam dalam penolakan penghulu atas 
kakak kandung sebagai pengganti ayah dalam wali nikah di KUA 
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang dalam penelitian ini adalah sumber data primer 
dan sekunder. 
a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya.
19
 Yakni : Penghulu dan kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung yang 
berasal dari bahan pustaka yaitu dari hasil penelitian atau olahan 
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 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Graha 
Ghalia Indonesia, 2002), 11. 
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 Sugiyino, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9. 



































orang lain yang sudah menjadi bentuk buku-buku, karya ilmiah, 
artikel, serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan 
skripsi ini antara lain : 
1) Al-Qur’an dan Al-hadis 
2) Kompilasi Hukum Islam 
3) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara 
Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan 
4) Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam 
5) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh lima madzhab 
6) Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan 
7) Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat 
8) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : 
a. Wawancara (interview) 
Teknik wawancara ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan atau 
narasumber di tempat penelitian.
20
 Dalam pelaksanaan wawancara ini 
yang menjadi subyek adalah penghulu dan kepala KUA Kecamatan 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 
2010), 145. 



































Kesamben Kabupaten Jombang dengan tujuan untuk mengetahui 
lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti sehingga 
diperoleh informasi yang sebenarnya. 
b. Studi Pustaka 
Untuk melengkapi data penelitian ini penulis juga 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka 
atau dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, pencatatan 




4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah 
pengolahan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu mmeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan 
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 
meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 
kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
22
 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang 
diperoleh sehingga dapat memperoleh bukti dan gambaran yang 
sesuai dengan rumusan masalah. 
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c. Analizing, yaitu setelah data melaui proses editing dan organizing, 
maka data tersebut di analisa sehingga dapat menghasilkan 
kesimpulan tertentu. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisa data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan. Dalam proses analisis data 
yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut penulis akan menganalisis 
data kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan 
pola pikir deduktif yang bersifat umum ke khusus. Metode diskriptif 
yaitu metode yang menjelaskan atau menggambarkan data secara rinci 
dan sistematis semua fakta aktual yang diketahui.
23
 Dalam hal ini yaitu 
data tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dalam 
penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab. 
Kemudian dianalisis dengan hukum Islam tentang pernikahan dan wali 
dalam nikah dan ditarik sebuah kesimpulan sehingga dapat memberikan 
sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan 
skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian 
pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 
lima bab dengan pembahasan sebagai berikut : 
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 Moh. Nazhir, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 62. 



































Bab Pertama adalah uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum 
yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan berikutnya. 
Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi : latar belakang  
masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua adalah sebuah landasan teori yang berisi tentang 
Penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab, meliputi : 
pengertian dan dasar hukum wali nikah, rukun dan syarat wali nikah, 
macam-macam wali nikah, urutan wali nikah.  
Bab Ketiga adalah pada bab ini dikemukakan laporan hasil penelitian 
tentang penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab 
yang meliputi gambaran singkat KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten 
Jombang, deskripsi kasus, pertimbangan dan dasar hukum serta temuan 
penelitian tentang penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti 
wali aqrab 
Bab Keempat berisi analisis hukum Islam terhadap penolakan 
penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab. 
Bab Kelima marupakan sebuah penutup dari deskripsi yang terdiri 
dari kesimpulan dan saran-saran. 



































TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN WALI NIKAH MENURUT 
HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Wali Nikah 
Dalam bahasa Arab wali berasal dari kata kerja waliya – yuwalli – 
wila<yatan  َ يلَِو (–  يلَِو ُي– َةيَلَيو ) . wali jamaknya auliya<’  (ءاَي
يلَْوأ ج يلَِو )  yang artinya 
cinta, pertolongan, kekuasaan dan kekuatan. Al-wali yaitu orang yang 
mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.
1
 
Dalam istilah fiqh wali disebut juga dengan wila<yah َةيَلَيو )   ( yang berarti 
penguasaan dan perlindungan. Dalam hal ini yang dimaksud perwalian adalah 
penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk 
menguasai dan melindungi orang atau barang.
2
 Ini berarti seorang wali adalah 
orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. 
Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana  pendapat fuqaha 
yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan 
(akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya). 
Di sisi lain, wali juga mempunyai banyak arti, antara lain: 
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 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,(Jakarta : PT Raja Grafindo 
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1. Orang yang menurut hukum (agama) diserahi kewajiban mengurus anak 
yatim beserta hartanya, sebelum anak itu dewasa. 
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 




Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah 
seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan 
atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 
bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
4
 
Dalam Fiqh as-Sunnah disebutkan wali ada dua yaitu wali secara umum 
dan wali secara khusus. Secara khusus wali ada dua yaitu wali terhadap 
jiwa/manusia (Wila>yah ‘ala < an-Nafs) dan wali terhadap harta (Wila>yah ‘ala < al-
Ma>l), dalam pembahasan ini secara khusus membahas wali terhadap 
jiwa/manusia (Wila>yah ‘ala < an-Na<fs).5 
Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama 
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
6
 Wali merupakan salah satu 
rukun nikah, jika suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali maka 
                                                          
3
 Abd Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat,…, 165. 
4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam,…,69. 
5
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pernikahannya tersebut tidak sah. Tetapi ada juga sebagian ulama’ yang 
menganggap wali itu hukumnya Sunnah. 
 
B. Dasar Hukum Wali Nikah 
Tidak dijelaskan satu ayat al-Quran pun yang secara tegas mengatur 
tentang wali dalam pernikahan namun dalam haditsnya Nabi Muhammad SAW 
juga menjelaskan mengenai keharusan adanya wali dalam perkawinan 
diantaranya adalah : 
اَن َث َّدَح  ُدَّمَُمُ  ُنْب  َةَماَدُق  ينْب  ََيْعَأ اَن َث َّدَح ُوَبأ  َةَدْي َبُع  ُدا َّدَْلْا  ْنَع  َسُنُوي  َلييئَارْسيإَو  ْنَع  يبَأ  َقَحْسيإ  ْنَع 
 يبَأ  َةَدْر ُب  ْنَع  يبَأ ىَسوُم  ْنَع  يبَأ ىَسوُم  َّنَأ  َّ يبَّنلا ىَّلَص لا ُهَّل  يهْيَلَع  َمَّلَسَو  َلَاق  َلَ  َحاَكين  َّلَيإ  ي يلَِويب 
(هاور دودوبا) 
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, 
Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Al Haddad dari 
Yunus, dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa r.a 
dari Nabi SAW beliau bersabda “Tidak ada nikah melainkan dengan 
(adanya) wali” (HR. Abu Dawud).7 
 
 ْنَع  َةَشيئاَع  ْتَلَاق  َلَاق  ُلوُسَر  يهَّللا ىَّلَص  ُهَّللا  يهْيَلَع  َمَّلَسَو  َُيّأا   َةَأرْما  ْتَحَكَن  يْ َغيب  ينْذيإ اَهي ييلَو 
اَهُحاَكيَنف   ل
يطَاب  ْنيَإف اَه َباَصَأ اَهَل َف اَهُرْهَم َا يبِ  َباَصَأ  ْنيم اَه يجْر َف  ْنيإَو اوُرَجَتْشا  ُنَاطْلُسلَاف  ُ يلَِو  ْنَم 
 َلَ  َّ يلَِو  ُهَل 
Artinya : Dari Aisyah berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Setiap wanita yang 
menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil, bila 
(suaminya) Telah menggaulinya maka ia berhak untuk mendapatkan 
maharnya karena ia telah menggauli lewat kemaluannya. Dan, jika 
mereka saling berselisih, maka pemerintahlah yang menjadi wali bagi 
siapa yang tidak mempunyai wali."
8
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Di dalam h}adith tersebut dijelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahan 
yang sah tanpa adanya seorang wali. Dengan demikian jelaslah bahwa 
kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang sangat 
penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 
 
C. Kedudukan Wali Nikah 
Berikut ini akan diurakan pendapat ulama’ mengenai kedudukan wali 
nikah dalam pernikahan 
1. Wali menurut Madzhab Hanafi 
Mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat 
keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa 
status wali hanyalah sebagai syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. 
Menurutnya seorang wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat 
melangsungkan akad pernikahannya sendiri tanpa harus adanya wali. 
Kemudian terkait wali yang berhak untuk menikahkannya ia 
menempempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ‘asobah dalam 
kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab termasuk Dhaw al-arh}a<m yang 
menurutnya mempunyai hak ijbar adalah semuanya dan bukan hanya kakek 
dan ayah saja, selama yang dikawinkan itu adalah perempuan yang masih 
kecil atau tidak sehat akalnya.
9
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2. Wali menurut Madzhab Syafii, Maliki dan Hambali 
Imam Syafi’I dan Imam Hambali sepakat bahwa wali merupakan 
rukun dalam suatu pernikahan. Ia berpendapat bahwa setiap akad nikah 
harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, 
janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Wali yang paling 
berhak untuk menikahkan wanita adalah wali Aqrab (dekat) kemudian wali 
Ab’ad (jauh), jika tidak ada maka yang berhak menikahkan adalah penguasa 
(wali hakim). 
Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam 
suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali dan 
ia menempatkan seluruh kerabat nasab dari ‘as}obah sebagai wali nasab dan 
membolehkan anaknya mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih 
utama dari ayah atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi 
wasiat oleh ayah sebagai wali dalam kedudukan sebagaimana kedudukan 
ayah. Ia memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan 
menempatkannya dalam kategori wali Aqrab.10 
Berdasarkan uraian di atas maka jumhur ulama menyatakan bahwa wali 
merupakan syarat sah terjadinya sebuah proses pernikahan, yang artinya wali 
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 Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqh lima madzhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996),  345. 

































tersebut harus ada dalam pernikahan. Tanpa seorang wali, maka pernikahan 
dianggap tidak sah. Terutama pernikahan orang yang mukalaf.
11
 
Dalam hadis tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang akan 
menikah maka harus meminta persetujuan dari wali terlebih dahulu, karena 
pernikahan tanpa izin walinya adalah tidak sah. Sedangkan berpindahnya 
perwalian kepada wali hakim apabila seluruh wali tidak ada atau bila wali aqrab 
dalam keadaan adhal (enggan) menikahkan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan 
ulama. 
Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang mendapat wasiat untuk 
menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati. Dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 20 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali 
nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu 
muslim, aqil dan baligh.
12
 Karena wali adalah orang yang akan 
bertanggungjawab atas sah atau tidakya suatu perkawinan maka untuk bisa 
menjadi wali seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak 
berhak menjadi wali. 
b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali nikah. 
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 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 
1997), 42. 
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 Kompilasi Hukum Islam…, 7. 

































c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk 
muslim. 
d. Merdeka. 
e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur ‘alaih karena orang yang 
berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan 
sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum. 
f. Berpikiran baik. orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak 
boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 
maslahat dalam perkawinan tersebut. 
g. Adil. 
h. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.13  
 
D. Wali Menurut Hukum Positif 
Wali dalam pernikahan dijelaskan dalam hukum positif atau undang-
undang yang berlaku di Indonesia di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, 
Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005, Peraturan Menteri Agama No 11 
Tahun 2007 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. 
1. Wali menurut Kompilasi Hukum Islam 
Wali nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, 20, 21, 
22, 23 dengan rumusan sebagai berikut :
14
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, 76. 


































Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 
 
Pasal 20 
(1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 
memenuhi sarat hukum Islam yakni, muslim, aqil dan baligh. 
(2) Wali nikah terdiri dari : 
a. Wali nasab; 
b. Wali hakim. 
 
Pasal 21: 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain sesuai 
erat tidaknya susunan kekerabatan dengan mempelai calon 
wanita. 
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni 
ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara 
laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 
kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek,saudara 
laki-laki seayah, kakek dan keturunan laki-laki mereka. 
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang 
yang sama-sama berhak menjadi wali. Maka yang paling berhak 
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya 
dengan calon mempelai wanita. 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya kekerabatannya 
maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat 
kandung dari kerabat yang hanya seayah. 
(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni 
sama-sama derajat kandung, atau sama-sama dengan kerabat 
seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan 
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat. 
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Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita 
tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 
bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. 
 
Pasal 23: 
(1) Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 
tinggalnya  atau gha>ib atau adhal (enggan). 
(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak  sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan 
Agama tentang wali tersebut. 
 
2. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 
Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 yang menjelaskan 
tentang wali hakim adalah : 
Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan 
darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut 
hukum Islam. 
2. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah 
bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 
3. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Nikah yang 
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan 
nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. 
 
Pasal 2 
1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 
Indonesia atau di luar Negeri/di luar wilayah territorial Indonesia, 

































tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak 
memenuhi syarat atau mafqu<d atau berhalangan atau adha@l, maka 
pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 
2. Khusus untuk menyatakan adha@l nya wali sebagaimana tersebut 
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal 
calon memelai wanita. 
 
3. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 
Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang  Pencatatan 
Nikah yang menjelaskan wali nikah adalah : 
Pasal 18 
1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. 
2. Syarat wali nasab adalah : 
a. Laki-laki 
b. Beragama Islam 
c. Baligh. Berumur sekurang-kurangnya 19 tahun 
d. Berakal 
e. Merdeka dan 
f. Dapat berlaku adil. 
3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan 
kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang 
memenuhi syarat. 
4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon 
istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi 
syarat, berhalangan atau adhal. 
5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 
dengan keputusan pengadilan 
 
4. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah. 
Di dalam Pedoman pegawai Pencatat Nikah dijelaskan bahwa 
pernikahan harus dilakukan dengan wali. Apabila tidak dengan wali atau 

































yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah. 
Adapun wali itu ada tiga macam yaitu : 
1. Wali Nasab 
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon 
mempelai wanita. Urutannya adalah sebagai berikut : 
a. Ayah 
b. Kakek dari ayah dan seterusnya ke atas 
c. Saudara laki-laki kandung 
d. Saudara laki-laki se ayah 
e. Anak saudara laki-laki kandung 
f. Anak saudara laki-laki se ayah dan seterusnya ke bawah 
g. Paman kandung dari ayah (saudara kandung ayah) 
h. Paman se ayah dari ayah (saudara se bapak dari ayah) 
i. Anak paman (saudara kandung ayah) 
Apabila wali tersebut tidak beragama Islam sedangkan calon 
mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut belum baligh, 
atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa 
diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis maka hak menjadi 
walinya pindah kepada wali berikutnya. 
 
 

































2. Wali Hakim 
Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk 
bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan apabila calon istri : 
a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau 
b. Walinya mafqu<d, artinya tidak diketahui keberadaannya, atau 
c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang 
sederajat dengan dia tidak ada, atau 
d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh Masa<fat al-qas}ri 
(sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qas}ar) yaitu 92,5 km, 
atau 
e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, 
atau 
f. Wali adhal, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, 
atau 
g. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah 
3. Wali Muhakkam 
Wali muhakkam adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai 
perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa. 

































Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai 




E. Macam-macam dan Urutan Wali Nikah 
1. Wali Nasab 
Adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan 
yang mempunyai hubungan darah patrilinial dengan calon mempelai 
perempuan.
16
 Dalam menetapkan wali nasab ulama berbeda pendapat. Salah 
satu di antaranya adalah jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, 
Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu dalam dua 
kelompok : pertama, wali dekat atau Qari>b yaitu ayah dan kalau tidak ada 
ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak 
terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan 
anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari 
anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut dengan wali 
mujbir. Kedua, wali jauh atau Ab’ad yaitu wali dari garis kerabat selain ayah 
dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama 
tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya, bila anak berkedudukan sebagai 
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 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Pedoman Penghulu, 
Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 
2004), 32. 
16
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,…, 45. 

































wali hakim maka dia boleh menikahkan ibunya. Adapun wali Ab’ad adalah 
sebagai berikut : 
a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
h. Anak paman seayah 
i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.17 
Jumhur ulama’ mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi 
wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat 
menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang 
lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Wali aqrab boleh pindah pada wali 
ab’ad adalah : 
a. Apabila wali aqrabnya non muslim 
b. Apabila wali aqrabnya fasik 
c. Apabila wali aqrabnya belum baligh 
d. Apabila wali aqrabnya tidak berakal (karena gangguan jiwa) 
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 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat),…, 76. 

































e. Apabila wali aqrabnya rusak pikiran (linglung pikun) 
f. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli18 
Berdasarkan urutan wali tersebut. Wali hakim berada di urutan paling 
bawah. Artinya selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan, maka hakim 
tidak diperkenankan untuk menjadi wali nikah. Baik wali nasab Aqrab 
ataupun wali nasab Ab’ad. 
Mengenai urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan: 
1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 
Pertama, Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 
kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
Kedua, Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
Ketiga, Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 
ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
Keempat, Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 
seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
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2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 
sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah 
yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita. 
3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang 
paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang 
hanya seayah. 
4) Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka 
sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang 
lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
19
 
Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. 
Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya 
itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak 
yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya. 
2. Wali hakim 
Ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang 
ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai 
wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Abdul Manan 
mengatakan bahwa wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul 
karena orang tua mempelai wanita menolak (adhal) atau tidak ada, atau 
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karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan 
haknya. Wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim jika: 
a. Tidak ada wali nasab sama sekali. 
b. Wali mafqu>d, wali dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang 
pasti. 
c. Walinya yang seharusnya menjadi wali nikah menjadi mempelai laki-laki 
dalam perkawinan tersebut, sedangkan wali nikah yang lain tidak ada 
yang  sederajat dengannya. 
d. Walinya sakit pitam atau ayan. 
e. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau gaib. 
f. Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh ditemui. 
g. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampuan. 
h. Walinya bersembunyi atau tawa<rri. 
i. Walinya jual mahal, sombong atau ta’azzuz. 
j. Walinya sedang berihram haji atau umrah.20 
Sedangkan menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan 
bahwa : 
a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. 
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 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2006), 61. 

































b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang adhal-
nya wali. 
Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 
tahun 1982 tentang wali adhal atau wali yang membangkang.21 
3. Wali Muhakkam 
Adalah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada 
hubungan saudara, dan juga bukan penguasa. Apabila wali yang berhak tidak 
dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau 
karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat 
mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon 
mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai 
pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.
22
 
4. Wali Maula 
Adalah wali (majikan) yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh 
menikahkan perempuan (hamba sahaya) yang berada dalam perwaliannya 
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F. Prosedur Penunjukan Wali Hakim 
Adapun tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah 
harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
24
 
1. Permohonan wali hakim karena gha<ib: 
a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk. 
b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan 
usaha-usaha untuk mencari dan telah dibuat laporan polisi, surat sumpah 
atau pengesahan penghulu. 
c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim. 
d. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP. 
e. Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akta nikah ibu. 
f. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan 
rujuk. 
g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan 
kepada kepala KUA. 
2. Permohonan wali hakim karena jauh sehingga tidak mungkin 
menghadirkannya: 
a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk. 
b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan 
bahwa wali nasabnya memang berada ditempat yang sangat jauh (sejauh 
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perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 93,4 km. 
c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim. 
d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan. 
e. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP pemohon. 
f. Menyerahkan foto copy KTP ibu. 
g. Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk. 
h. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan 
rujuk. 
i. Sumpah syar’i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk. 
j. Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan 
kepada kepala KUA. 
3. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada: 
a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk. 
b. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim. 
c. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP pemohon. 
d. Menyerahkan foto copy KTP ibu. 
e. Ikrar ibu dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk. 
f. Ikrar saksi (bidan atau sebagainya jika ada). 
g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan tidak adanya wali 
nasab. 
h. Sumpah syar’i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk. 

































i. Apabila ada keraguan pegawai pencatat nikah hendaknya melaporkan 
kepada kepala KUA. 
 



































PENOLAKAN PENGHULU ATAS WALI AB’AD 
SEBAGA PENGGANTI WALI AQRAB 
 
A. Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 
1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang 
mulai melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 
1950. Kecamatan Kesamben sendiri merupakan wilayah yang masuk di 
Kawedanan Mojoagung. Cakupan Wilayah kerja awalnya ada 12 Desa, 
kemudian menjadi 14 Desa setelah ada tambahan 2 Desa yaitu Desa 
Carangrejo dan Desa Kedungbetik. Desa Carangrejo sebelumnya adalah 
wilayah kerja Kecamatan Sumobito dan Desa Kedungbetik sebelumnya 
adalah wilayah kerja Kecamatan Peterongan. Disamping itu bangunan 
atau gedung kantor awalnya bertempat di Desa Kesamben sebelah barat 
kantor kecamatan lama, kemudian sekitar tahun 1974 berpindah ke Raya 
Pojokrejo 74 Kesamben Jombang sampai saaat ini. 
Dalam perjalanan bakti pelayanan kepada masyarakat, KUA 
Kecamatan Kesamben telah mengalami perkembangan dan tentunya 
perkembangan itu kearah yang lebih baik dalam rangka peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat. 
 



































2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 
Letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 
Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian kurang lebih 20 meter di 

























 Lintang Selatan, 
dengan batas-batas : 
a. Sebelah Utara : Kecamatan Kudu 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto 
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sumobito 
d. Sebelah Barat : Kecamatan Tembelang 
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Jombang 
a. Visi 
Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, 
Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin Dalam Rangka 
Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong Royong. 
b. Misi 
1) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 
2) Meningkatkan dan Mewujudkan Pelayanan Nikah dan Rujuk. 
3) Pengembangan Manajemen dan Pendayagunaan Masjid, Zakat, 
Wakaf dan Ibadah Sosial. 
4) Meningkatkan Pelayanan dan Peran BP4 dan Keluarga Sakinah. 
5) Meningkatkan Pelayanan dan Pembinaan Produk Pangan Halal, 










































NUR KHOJIN, M.PdI 
PENGHULU 
Hisab rukyat. 
6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji. 
7) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan 
Berwibawa. 
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 
Struktur organisasi di lingkungan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang mempunyai fungsi yang 
sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta 
tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi 







5. Job deskription/ pembagian tugas KUA Kcamatan Kesamben tahun 
2017 
a. Kepala Kantor Urusan Agama 
Berdasarkan pasal 1 huruf  KMA No. 298 tahun 2003 kepala 



































pegawai pencatatan nikah (PPN) adalah kepala seksi yang ruang 
lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota. 
Kewajiban kepala PPN adalah melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan tugas pegawai pencatatan nikah. 
b. Penyuluh 
Tugas dari penyuluh diantaranya sebagai berikut: 
1) Memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat dengan 
bahasa agama diantaranya bimbingan penyuluhan di majelis 
ta’lim, panti jompo, panti sosial, guru TPQ, dll 
2) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada TPA (Taman 
Pendidikan Al-qaran) 
3) Melakukan pendataan tentang data kemitraan umat yang 
meliputi masjid, musholla, langgar, dan majelis ta’lim, 
TPA/TPQ. 
4) Memberikan penyuluhan kepada calon pengantin untuk menuju 
keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. 
6. Wilayah Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 
Jombang 
Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah 
kecamatan dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Kementrian 
Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh seksi Urusan 



































Agama Islam atau Bimas Islam atau Bimas dan kelembagaan Agama 
Islam. 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kesamben Kabupaten Jombang ini 
membawahi 14 (empat belas) kelurahan, yakni: 
1. Kelurahan Podoroto 
2. Kelurahan Jombatan 
3. Kelurahan Kedungbetik 
4. Kelurahan Pojokkulon 
5. Kelurahan Gumulan 
6. Kelurahan Jatiduwur 
7. Kelurahan Kedungmlati 
8. Kelurahan Kesamben 
9. Kelurahan Watudakon 
10. Kelurahan Pojokrejo 
11. Kelurahan Wuluh 
12. Kelurahan Blimbing 
13. Kelurahan Jombok 
14. Kelurahan Carangrejo 
Dari empat belas kelurahan di atas berdasarkan data statistik 
penduduk Kecamatan Kesamben, Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kesamben  melayani penduduk 61.409 jiwa yang mayoritas beragama 
Islam dengan jumlah 61.286 jiwa. 



































Dari setiap kelurahan apabila akan mendaftarkan pernikahan 
sebagian masyarakat secara mandiri langsung daftar melalui prosedur 
nikah. Dan sebagian masyarakat menggunakan jasa PPN (Pembantu 
Pencatat Nikah/Modin) adapun PPN/Modin yang ada di KUA 
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ada 18 0rang. 
7. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 
a. Tugas 
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 
2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urisan Agama 
Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas 
Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota di Bidang Urusan 
Agama Islam dalam wilayah kecamatan (pasal 2) Adapun tugas-
tugasnya meliputi:  
1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah 
Kecamatan. 
2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan 
dalam bidang keagamaan. 
3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan 
Agama Kecamatan. 
4) Melaksanakan tugas koordinasi Pemeluk Agama Islam, 
Penyuluh juga koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang 
erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. 



































Kepala KUA Kecamatan Kesamben selaku PPAIW (Pegawai 
Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 
1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 
tahun 1988 tentang penataan organisasi. 
b. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, maka 
Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi: 
1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi 
2) Menyelenggarakan surat menyurat pengurusan surat, kearsipan, 
pengetikkan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama 
Kecamatan. 
3) Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk 
4) Melaksanakan pendataan tempat ibadah yang meliputi jumlah 
masjid, mushola dan langgar. 
5) Melaksanakan pendataan zakat fitrah dan shodaqoh 
6) Sebagai PPAIW 
7) Melaksanakan pendataan majelis taklim 
8) Melaksanakan pendataan TPQ 
9) Melaksanakan pendataan guru ngaji  
 
B. Prosedur Pendaftaran Nikah 
Kementerian Agama Republik Indonesai telah mengatur mengenai 
prosedur pendaftaran nikah. Adapun prosedurnya ialah sebagai berikut sesuai 



































dengan PP No. 48 tahun 2014 tentang perubahan atas PP No. 47 tahun 2004 
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 
Pada Kementerian Agama: 
1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar 
nikah untuk dibawa ke kelurahan; 
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar 
nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan); 
a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon 
pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus 
surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA 
(Kecamatan) tempat akad nikah. 
b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon 
pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk 
mengurus surat dispensasi nikah. 
3. Calon pengantin mendatangi Kantor KUA (Kecamatan) tempat akad 
nikah untuk melakukan pendaftaran nikah; 
a. Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon 
pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis. 
b. Jika perikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon 
pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA 
tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp 600.000,- 
lalu menyerahkan Slip setorannya ke KUA tempat akad nikah. 
4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah 



































untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali 
nikah; 
5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau 




C. Deskripsi Penolakan Kakak Kandung Sebagai Pengganti Ayah dalam Wali 
Nikah 
Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa di 
KUA tersebut terdapat kasus penolakan penghulu atas kakak kandung 
sebagai pengganti ayah dalam wali nikah di antara alasannya adalah wali 
nasab aqrab masih hidup namun tidak diketahui tempat tinggalnya. 
Problematika ini berawal dari Pernikahan pasangan mempelai Abdul Mujib 
dengan Fitri Hartatik. 
Abdul Mujib dengan Fitri Hartatik sudah lama menjalin hubungan atau 
lebih mudahnya disebut pacaran. Kemudian  mereka mendaftarkan 
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben Kabupaten 
Jombang melalui P3N Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten 
Jombang. Ketika diadakannya rafa’ atau pemeriksaan berkas nikah, calon 
pengantin, walinya yang didampingi oleh P3N dihadirkan namun  walinya 
(ayah kandung) tidak bisa hadir karena sudah bercerai dengan ibu calon 
pengantin wanita. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa 
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 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakt Islam dan Penyelenggaraan haji, Pedoman Penghulu, 
Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,(Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 
2004). 



































wali nasab dari mempelai perempuan adalah Sukirno (ayah kandung). Karena 
ayahnya tidak diketahui tempat tinggalnya maka urutan wali langsung 
bergeser kepada wali hakim.
2
 
Kemudian penulis mengunjungi rumah pasangan Abdul Mujib dengan 
Fitri Hartatik yaitu di Desa Menturo Kecamatan Sumobito Kabupaten 
Jombang pada tanggal 09 Oktober 2017. Pada awalnya penulis hendak 
bertemu dengan kedua mempelai pasangan Abdul Mujib dengan Fitri 
Hartatik. Namun pada saat itu suaminya masih bekerja di perusahaan yang 
bertempat di Surabaya sehingga penulis hanya bertemu dengan mempelai 
perempuan saja. Fitri Hartatik mengakui bahwa pernikahannya memang 
benar dilakukan dengan wali hakim karena ayah kandungnya tidak dapat 
hadir ketika dilangsungkannya akad nikah. Kemudian penulis menanyakan 
bagaimana proses pendaftaran nikahnya sampai diputuskan menikah dengan 
wali hakim. Lalu ia bercerita mulai dari awal menyampaikan kehendak 
nikahnya ke Mudin (P3N) di Desanya. 
Waktu itu saya menyampaikan ke Mudin (Pembantu Pegawai Pencatat 
Nikah) kalau wali atau ayah kandung saya tidak diketahui tempat 
tinggalnya. Meskipun demikian tali silaturrahmi melalui komunikasi antara 
saya dengan ayah kandung saya tetap terjalin semestinya. Ayah kandung 
saya juga sudah saya beritahu bahwa saya akan menikah namun ayah tidak 
bisa datang tetapi ayah sudah mengizinkan atau merestui saya untuk 
menikah dengan calon suami saya yaitu Abdul Mujib serta mengizinkan 
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 Abd Ghofur, Wawancara, KUA Kecamatan Kesamben, 07 September 2017. 



































kakak saya untuk menjadi wali nikah. Dalam hal ini saya punya kakak laki-
laki kandung yang bisa menggantikan posisi ayah saya untuk menjadi wali 
dalam nikah. Kemudian ketika akan dilaksanakannya rafa’ saya dan suami 
tidak bisa hadir karena pekerjaan kami tidak bisa ditinggalkan dan hari libur 
kerja hanya hari minggu saja, oleh karena itu waktu rafa’ diwakili oleh 
Mudin (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah). Kemudian ketika hari akan 
dilaksanakan pernikahan, tiba-tiba ayah saya sudah tidak bisa dihubungi lagi. 
Sedangkan Perihal kakak kandung yang akan menjadi wali nikah ini sudah 
diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Sampai pada hari 
dilaksanakannya akad nikah kakak saya telah hadir untuk menjadi wali 
nikah. Namun penghulu mengatakan bahwa calon pengantin wanita akan 
dinikahkan dengan wali hakim dengan alasan walinya masih hidup namun 
tidak bisa hadir dalam majelis akad dan tidak diketahui tempat tinggalnya. 
Perihal kakak saya yang akan menjadi wali ditolak oleh penghulu dengan 
alasan tidak ada bukti autentik taukil wali dari ayah saya kepada kakak saya, 
padahal ketika komunikasi terakhir dengan ayah saya beliau sudah 
menyatakan bahwa tidak bisa datang di acara pernikahan saya dan ayah saya 
juga sudah mewakilkan kepada kakak saya. Melihat kejadian tersebut pihak 
keluarga tidak terima namun karena tingkat pengetahuan keluarga sangat 
minim maka akhirnya kakak saya dan pihak keluarga setuju walaupun 
dengan sangat berat hati untuk menerima jika saya menikah dengan 
menggunakan wali hakim.
3
 Karena dalam kalangan ulama fiqh terdapat 
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 Fitri Hartatik, Wawancara, desa Menturo, 09 Oktober 2017. 



































masalah khilafiyah mengenai perpindahan wali dari wali nasab aqrab yang 
masih hidup kepada wali nasab ab’ad. Sehingga penghulu lebih memilih 
berhati-hati dalam mengambil keputusan menerima untuk menggantikan 
kedudukan ayah dalam wali nikah kepada kakak kandungnya tersebut.
4
  
Kemudian seketika itu juga ditetapkan wali hakim dan menolak kakak 
kandung sebagai pengganti ayah dalam wali nikah dan dilaksanakan akad 
nikah dengan menggunakan wali hakim tanpa melalui prosedur penunjukan 
wali hakim dengan alasan dalam hal pernikahan penghulu tidak 
diperbolehkan untuk mempersulit proses pernikahan karena ditakutkan akan 
tejadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 
Alasan lain yang diungkapkan oleh penghulu KUA Kecamatan 
Kesamben Kabupaten Jombang adalah beliau menggunakan kitab Kifa<yat al-
Akhya<r sebagai dasar hukum pegangan dan mengambil pendapat ulama’ 
mazhab syafi’i yang dinggapnya lebih kuat. Karena beliau menganggap 
bahwa ketika wali nasab aqrab tidak ada atau berada ditempat lain maka hak 
perwaliannya berpindah kepada wali hakim. 
Urutan wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek, 
kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki 
saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, kemudian 
paman, dan anak laki-laki paman. Jika as}abah tidak ada, maka wali 
berpindah kepada orang yang memerdekakan, kemudian as}abah-as}abahnya 
                                                          
4
 Nur Khojin, Wawancara, KUA Kesamben, 19 September 2017. 



































baru kemudian wali hakim
5
. Urutan tersebut dapat menentukan tentang 
sahnya nikah. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menikahkan kalau masih 
ada orang yang lebih dekat darinya, karena orang yang lebih dekat itu 
sebagai orang yang berhak ashabah. Jika salah seorang yang menyalahi 
aturan tersebut, maka nikahnya tidak sah. 
Setelah melakukan wawancara dengan mempelai perempuan tersebut 
penulis menemukan beberapa hal baru yang terungkap. Bahwa meskipun 
ayah dan ibunya sudah cerai namun tali silaturrahmi tetap terjaga 
sebagaimana mestinya. Ayahnya juga sudah memberikan izin kepada 
kakaknya untuk menjadi wali nikahnya. 
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 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, Kifa<yatul Akhya<r, Syarifuddin 
anwar, jilid 2, (Surabaya :CV Bina Iman, 2007), 109. 


































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 
PENOLAKAN  PENGHULU ATAS WALI AB’AD 
SEBAGAI PENGGANTI WALI AQRAB 
 
A. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum yang Digunakan Dalam 
Penolakan Penghulu Atas Wali Ab’ad  Sebagai Pengganti Wali Aqrab di 
KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 
Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kesamben 
Kabupaten Jombang mengenai Pertimbangan dan Dasar hukum dalam 
penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab yaitu : 
1. Penghulu menolak untuk menerima kakak kandung sebagai pengganti 
ayah dalam wali nikah dengan alasan wali nasab aqrab (ayah) masih 
hidup, tidak hadir dalam majelis akad dan tidak diketahui tempat 
tinggalnya. Penghulu mengatakan bahwa pada dasarnya yang menjadi 
wali itu adalah wali nasab aqrab. Apabila wali aqrab tidak memenuhi 
syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil maka 
perwaliannya pindah kepada wali nasab ab’ad menurut urutan yang 
sesuai. Namun jika wali nasab aqrab bepergian jauh atau gha<ib dan 
sulit untuk dihadirkan maka hak walinya pindah kepada wali hakim 
secara umum. Dalam pasal 23 KHI dijelaskan bahwa wali nasab dapat 
pindah kepada wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak 

































mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (gha<ib) 
dan enggan (adhal). Oleh karena itu menurut penulis alasan ini tidak 
benar, karena wali hakim tidak berhak menikahkan jika masih ada  
wali nasab. Sedangkan dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan 
Kesamben Kabupaten Jombang tersebut adalah wali Nasab aqrab 
(ayah) ada namun tidak mungkin untuk menghadirkan dan wali nasab 
(aqrab) sudah mewakilkan hak untuk menikahkan anaknya kepada 
kakak kandung calon pengantin perempuan yang disaksikan dan 
disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Namun penghulu tidak 
menghiraukannya dan menetapkan wali hakim sebagai wali dalam 
nikahnya tanpa melalui prosedur penunjukan wali hakim. 
2. Adanya kemadharatan 
Penghulu menolak kakak kandung sebagai pengganti ayah dalam wali 
nikah dengan alasan dalam kalangan ulama fiqh terdapat masalah 
khilafiyah mengenai perpindahan wali dari wali nasab aqrab yang 
masih hidup kepada wali nasab ab’ad. Sehingga penghulu lebih 
memilih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menggantikan 
kedudukan ayah dalam wali nikah kepada kakak kandungnya tersebut 
karena dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan  
dikemudian hari. 
Setelah diketahui alasan dan dasar hukum di atas, jika dianalisa lebih 
mendalam maka penulis tidak setuju dengan pertimbangan dan dasar hukum 
yang digunakan oleh penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben 

































Kabupaten Jombang. Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam disebutkan 
bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi 
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna 
wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada 
wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. 
Pemerintah juga  telah membuat aturan yang tercantum dalam PMA 
Nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 3 mengenai kebolehan wali nasab untuk 
mewakilkan haknya kepada PPN, penghulu, P3N atau orang lain yang 
memenuhi syarat untuk menikahkan putrinya. Dalam kasus tersebut wali 
nasab (ayah) tidak memungkinkan untuk dihadirkan dan sudah mewakilkan 
kepada kakak kandung calon mempelai perempuan untuk menggantikan 
haknya untuk menikahkan anaknya. Oleh karena itu hak kewalian bergeser 
kepada wali selanjutnya namun penghulu tidak menghiraukannya.  
 
 
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Penghulu Atas Wali Ab’ad 
Sebagai Pengganti Wali Aqrab  di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten 
Jombang. 
Setelah dilakukan wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama 
kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang berkaitan dengan penolakan 
penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab terlebih dahulu 
penulis jelaskan terjadinya kasus tersebut. Padahal status kakak kandung 
calon pengantin tersebut memang benar-benar merupakan anak sah pula dari 

































Bapak Sukirno. Dengan demikian, jika melihat hukum yang berlaku di 
Indonesia, kakak kandung calon mempelai perempuan tersebut adalah wali 
yang sah untuk menggantikan kedudukan ayah. 
Alasan yang mendasari penghulu untuk menolak kakak kandung 
sebagai pengganti ayah dalam wali nikah adalah pertama, wali nasab aqrab 
(ayah) masih hidup, tidak hadir dalam majelis akad dan tidak diketahui 
tempat tinggalnya. Kedua, adanya kemadharatan, Karena dalam kalangan 
ulama fiqh terdapat masalah khilafiyah mengenai perpindahan wali dari wali 
nasab aqrab yang masih hidup kepada wali nasab ab’ad.1 
Setelah diketahui alasan penghulu menolak kakak kandung sebagai 
pengganti ayah dalam wali nikah, jika dianalisa dengan hukum fiqih dan 
undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai 
berikut. 
Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan suci, namun 
dalam mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena di dalam pernikahan 
ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat dan 
rukunnya ada yang tidak dipenuhi maka nikahnya tidak sah. Di antara rukun-
rukun yang harus dipenuhi adalah wali. Adanya wali dalam pernikahan 
sangatlah penting. Wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama 
mempelai perempuan untuk melakukan perjanjian dengan seorang laki-laki 
yang akan menjadi calon suaminya. Wali merupakan suatu rukun nikah yang 
harus dipenuhi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni yang tercantum 
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 Abdul Ghofur, Wawancara, KUA Kesamben, 16 November 2017. 

































di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Wali nikah 
dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Hal ini 
dikarenakan seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, 
sebab ia tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut, baik 
melakukannya secara langsung, maupun dengan pengganti orang lain. 
Rasulullah SAW bersabda : 
 ْنَعِْْبَأْىَسوُم  ْنَأْ ِْب نلاْى لَصُْْه للاِْْه يَلَعَْْم لَسَوَْْلَاقَْْلَْْحاَكِنْْ لِإْْيِلَوِب (هاورْدودوبا)ْ
Artinya : Dari Abu Musa r.a dari Nabi SAW beliau bersabda “Tidak ada 
nikah melainkan dengan (adanya) wali” (HR. Abu Dawud).2 
 
Jadi, orang Islam yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa 
adanya wali maka pernikahannya tidak sah. Adapun urutan wali adalah 
sebagai berikut : 
a. Ayah, kalau tidak ada pindah kepada 
b. Kakek, kalau tidak ada pindah kepada 
c. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
d. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
e. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
f. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
g. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
h. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
i. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
j. Anak paman seayah 
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 Imam Hafid Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud…,1376. 

































k. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.3 
Jumhur ulama’ mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi 
wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi 
wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh 
tidak dapat menjadi wali. Wali aqrab boleh pindah pada wali ab’ad adalah : 
a. Apabila wali aqrabnya non muslim 
b. Apabila wali aqrabnya fasik 
c. Apabila wali aqrabnya belum baligh 
d. Apabila wali aqrabnya tidak berakal (karena gangguan jiwa) 
e. Apabila wali aqrabnya rusak pikiran (linglung pikun) 
f. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli4 
Berdasarkan urutan wali tersebut. Wali hakim berada di urutan paling 
bawah. Artinya selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan, maka hakim 
tidak diperkenankan untuk menjadi wali nikah. Baik wali nasab Aqrab 
ataupun wali nasab Ab’ad. Apabila seorang calon pengantin perempuan 
dalam keadaan berikut ini: 
1. Tidak ada wali nasab sama sekali 
2. Wali mafqu<d, wali dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang 
pasti. 
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 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat),…, 76. 
4
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakt Islam dan Penyelenggaraan haji, Pedoman Penghulu, 
Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 
2004. 

































3. Walinya yang seharusnya menjadi wali nikah menjadi mempelai laki-
laki dalam perkawinan tersebut, sedangkan wali nikah yang lain tidak 
ada yang  sederajat dengannya. 
4. Walinya sakit pitam atau ayan. 
5. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau gha<ib. 
6. Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh ditemui. 
7. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampuan 
8. Walinya bersembunyi atau tawari 
9. Walinya jual mahal, sombong atau taazzuz 
10. Walinya sedang berihram haji atau umrah.5 
Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali 
hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain 
untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian maka orang lain yang 
diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.
6
 
Pemerintah mengeluarkan aturan melalui Menteri Agama mengenai 
kebolehan wali nasab untuk mewakilkan haknya untuk menikahkan anaknya 
kepada orang lain yang memenuhi syarat. Peraturan tersebut tercantum 
dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 3 mengenai kebolehan wali 
nasab untuk mewakilkan haknya kepada PPN, penghulu, P3N atau orang lain 
yang memenuhi syarat untuk menikahkan putrinya.
7
 Pasal tersebut secara 
jelas menyebutkan bahwasannya dalam hal melaksanakan pernikahan atau 
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 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata,…, 61. 
6
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, Pedoman 
Penghulu,…,34. 
7
 Nur Khojin, Wawancara, KUA Kesamben, 15 Desember 2017. 

































akad nikah, seorang wali nasab dapat menunjuk dan mewakilkan kepada 
orang lain atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini adalah 
kakak kandung calon mempelai perempuan. 
Dengan demikian pendapat penulis bahwa penolakan penghulu atas 
kakak kandung sebagai pengganti ayah dalam wali nikah tidak sesuai dengan 
hukum syara’ dan peraturan perundangan yang berlaku. Karena dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22 juga menyebutkan bahwasannya 
Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat 
sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, 
tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali 
nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
8
 
Penolakan penghulu atas kakak kandung sebagai pengganti ayah dalam 
wali nikah juga tidak bisa dibenarkan dengan argumennya sendiri yang 
menyatakan bahwasannya harus ada bukti autentik taukil wali. Mengingat 
pada zaman yang sudah modern ini masyarakat akan lebih luas cara 
berfikirnya sehingga adanya penyimpangan atau pelanggaran sangat 
mungkin terjadi. Berbicara tentang alat bukti yang paling autentik pada 
zaman sekarang ini adalah alat bukti dalam bentuk tulisan. Pengakuan saja 
tidak menjamin suatu kebenaran. Ketika kepala KUA hanya menanyakan 
kebenaran tanpa ada bukti lain, itu dirasa kurang meyakinkan.
9
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 Kompilasi Hukum Islam,…,8. 
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 Nur Khojin, Wawancara, KUA Kesamben, 19 November 2017. 

































Begitupula selama masih ada wali nasab maka tidak diperbolehkan 
orang lain atau wali hakim untuk menikahkan sebagaimana dalam KHI Pasal 
23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : 
1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. 
2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang 
adhal-nya wali.10 
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2 
ayat (1) bahwa: Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di 
wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, 
tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak 
memenuhi syarat, atau mafqu<d, atau berhalangan, atau adh{al, maka 
pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dari peraturan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak ketika sudah tidak ada 
wali nasab sama sekali.  
Dalam Pedoman pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 
tahun 2004 tentang penunjukan wali hakim yaitu : 
Permohonan wali hakim karena gha<ib: 
1. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk 
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2. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan 
usaha-usaha untuk mencari dan telah dibuat laporan polisi, surat sumpah 
atau pengesahan penghulu 
3. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim 
4. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP 
5. Menyerahkan foto copy KTP dan kutipan akta nikah ibu 
6. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatat nikah dan 
rujuk 




Dari penjelasan di atas secara jelas bahwa tata cara melaksanakan 
perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah 
tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pemahaman penulis penetapan wali 
hakim oleh penghulu tidak sesuai dengan pedoman tersebut. 
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 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman 
Penghulu,... 32. 




































Berdasarkan dengan landasan teori dan analisa yang dirumuskan di 
atas dan berdasakan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan 
mengenai penolakan penghulu atas wali ab’ad sebagai pengganti wali aqrab 
adalah : 
1. Pertimbangan dan dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Kesamben 
Kabupaten Jombang dalam menolak wali ab’ad sebagai pengganti wali 
aqrab bukanlah tanpa alasan. Beliau menolak wali ab’ad sebagai 
pengganti wali aqrab untuk bertindak sebagai wali nikah karena 
memegang pandapat dari Imam Syafi’i yang menjelaskan bahwa ketika 
wali nasab aqrab tidak ada atau berada ditempat lain maka hak 
perwaliannya berpindah kepada wali hakim. Selain itu tidak adanya 
bukti autentik taukil wali dari ayah kepada kakak kandung tersebut. 
2. Dalam hukum Islam wali merupakan suatu rukun nikah yang harus 
dipenuhi. Karena pada dasarnya pernikahan baru dianggap sah, apabila 
dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada 
yang dekat baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali aqrab 
tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau 
tidak berada di tempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim. 

































Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 22 juga disebutkan 
bahwasannya, apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak 
memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu 
menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi 
wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. 
 
B. Saran 
1. Penghulu dan kepala KUA, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya, meskipun dalam Islam banyak 
perbedaan mengenai pernikahan dengan wali hakim karena wali nasab 
berada di jarak yang jauh ataupun tidak diketahui tempat tinggalnya 
dan sudah ditetapkan undang-undang tentang pelaksanaan pernikahan 
dengan wali hakim. Disarankan kepada kepala KUA untuk memiliki 
kebijakan tersendiri, sehingga tidak terjadi pemalsuan alasan dan 
permohonan yang menyebabkan pernikahan itu cacat menurut hukum. 
2. Setiap pihak-pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dan 
mempunyai kepentingan di dalamnya, hendaknya lebih memperhatikan 
prosedur dan aturan-aturan yang berlaku baik menurut hukum negara 
atau hukum Islam dengan memenuhi dan mematuhinya dengan baik, 
agar dapat menjadikan sebuah pernikahan itu suci dan dapat dijalani 
dengan sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Khususnya wali nikah 
agar menjalankan tugasnya sebagai wali nasab untuk memperlancar 
jalannya pernikahan. karena setiap orang menginginkan yang sempurna 

































dalam pernikahannya. Oleh karena itu, peran wali nasab sangatlah 
penting. 
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